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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan pembahasan yang sangat penting dalam 

kehidupan, mengingat dengan perkawinan dua orang insan dapat bersatu 

dengan halal untuk menjalankan tujuan yang baik. Dalam pengertiannya 

sendiri perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam 

pergaulan atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga 

merupakan suatu pokok yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang 

nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang besar.
1
  

Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa pernikahan merupakan ikatan 

yang kokoh yang menamakan ikatan perjanjian antara suami istri dengan 

mitsaqon ghalidzan.
2
 Sedangkan menurut hukum Islam sendiri perkawinan 

ialah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta 

kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.
3
  

Al Mamun dalam tulisannya mengemukakan bahwa “Regarding 

marriage, in Islamic law marriage is a social contract which is performed by

                                                           
1Sanawiah, Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum 

Agama (Studi di Pengadilan Agama Palangkaraya), E-Jurnal Anterior, Vol. 15 No. 1, Desember 

2015, hlm. 95. 

 
2Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz Ke-2, (Libanon: Beirut, 1993), hlm. 206. 

 
3A. Hamid Sorong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 

2010), hlm. 33. 
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a proposal from one party and being accepted by another party, though in 

Islamic law no particular word is required to conduct marriage as long as the 

intention of the parties are clear”.
4
 “Mengenai perkawinan, dalam hukum 

Islam nikah adalah kontrak sosial yang dilakukan dengan usulan dari satu 

pihak dan diterima pihak lain, padahal dalam hukum Islam tidak ada kata 

khusus yang diperlukan untuk melakukan perkawinan selama niat kedua pihak 

tersebut jelas.” Dalam hal ini perkawinan dalam Islam merupakan itikad pihak 

laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengikatkan suatu pertalian sosial 

yang sangat kuat. 

Hukum positif di Indonesia dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa”.
5
 Melihat dari pengertian perkawinan baik dalam hukum 

Islam maupun peraturan perundang-undangan nampak tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan, yakni dengan satu tujuan menciptakan kesenangan, 

ketentraman, dan ketenangan yang merupakan bagian dari kebahagiaan dalam 

perkawinan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum /30 : 

21: 

                                                           
4Abdullah Al Mamun, Islamic Law of Personal Status: Analysis of the Reforms of Islamic 

Family Law in Various Muslim Countries, International Journal of Law, Humanities & Social 

Science Vol. 1 No. 1, Mei 2017, hlm. 17. 

 
5Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” dalam “Kompilasi Hukum 

Islam”, (Jakarta: Permata Press, t.t), hlm. 78. 
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نَ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ كُمْ مَوَدَّةً وَرَحَْْةً إِنَّ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِيَ ْ
يَ تَ فَكَّرُونَ  فِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَِوْمٍ   

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.  

 

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa 

suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. Selain itu dilanjut pada Pasal 2 ayat (2) yang 

menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini hukum positif di Indonesia 

menginginkan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan haruslah dicatat 

sebagai syarat administratif, sehingga dapat terjamin ketertiban serta 

kepastian hukum dalam bidang perkawinan. 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, 

khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui 

pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing 

masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka 

yang lainya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau 

memperoleh hak masing-masing.
6
 

                                                           
6Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 

108. 
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Namun dalam praktiknya sering kali ditemukan suatu perkawinan yang 

dilakukan tanpa pencatatan dengan melangsungkan pernikahan siri atau nikah 

di bawah tangan. Salah satu cara untuk menjadikan perkawinan tersebut sah 

secara negara atau memiliki kekuatan hukum, maka dapat mengajukan isbat 

nikah. Nikah siri dapat diajukan penetapan (isbat) nikah ke Pengadilan 

Agama, agar perkawinan yang dilangsungkan secara siri legal diformalkan.
7
 

Sehingga ketika Pengadilan Agama menerima permohonan isbat tersebut, 

maka akan dikeluarkan surat penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut 

Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mencatat perkawinannya dan 

memperoleh akta nikah sebagai bukti legalnya perkawinan tersebut. 

Landasan yuridis adanya isbat nikah diantaranya adalah UU No. 3 

Tahun 2006 Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

serta UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian Inpres No. 1 

Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam memperluas kewenangan 

Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tentang itsbat nikah, dalam Pasal 7 

ayat (2) dan ayat (3) disebutkan:
8
  

1. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, 

dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.   

2. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:  

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;  

                                                           
7 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 

17. 

 
8 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal 

Press, 2016), hlm. 127. 
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b. Hilangnya akta nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat 

perkawinan; 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai 

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 

Dalam suatu permohonan isbat nikah yang diajukan terkadang dapat 

ditolak dengan pertimbangan tertentu oleh Majelis Hakim di Pengadilan 

Agama. Sehingga akan menjadikan pernikahan yang dilakukan secara siri 

tetap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengharuskan para pihak 

menempuh jalan lain seperti menikah ulang di KUA. 

Adapun duduk perkara penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP tentang permohonan isbat nikah disebutkan bahwa 

pemohon 1 dan 2 telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau 

nikah siri yang sebelumnya pemohon 1 berstatus jejaka dan pemohon 2 

bersatatus janda cerai. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap bahwa 

pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 yang dilakukan secara siri tidak 

dapat dilakukan penetapan isbat nikah, dengan alasan bahwa pemohon 2 

masih dalam masa ‘iddah. Namun, ketika menghitung waktu tunggu atau 

‘iddah pemohon 2 telah memenuhi syarat untuk menikah kembali dengan 

laki-laki lain yakni pemohon 1. Hal ini dibuktikan dengan akta cerai pemohon 
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2 tanggal 14 Januari 2008, kemudian waktu ijab kabul pemohon 1 dan 2 

dengan dua orang saksi tanggal 28 April 2008 yang pada dasarnya telah 

menjadi alat bukti yang cukup untuk melegalkan pernikahan mereka.  

Ketentuan masa ‘iddah dalam Islam salah satunya terdapat dalam Q.S. 

At-Thalaq/65 : 4 

تُ هُنَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لََْ  وَاللائِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ
رًاوَأوُلاتُ الأحْْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ وَمَنْ يَ تَّقِ اللَّهَ يََْعَلْ لَهُ مِنْ أمَْرهِِ يُسْ  يََِضْنَ   

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara 

perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa 

‘iddahnya) maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) 

perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan 

yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya 

Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”  

 

Ayat ini menunjukkan bahwa ketentuan ‘iddah dalam Islam bagi wanita 

yang dicerai oleh suaminya ketika tidak haid ataupun monopouse dengan 

waktu tiga bulan, serta ‘iddah untuk orang hamil yakni hingga ia melahirkan. 

Dan dalan suatu hadits Nabi SAW. juga dijelaskan bahwa seorang perempuan 

yang bernama Baririah ditentukan ‘iddah nya tiga kali haid. Sehingga hal 

inilah yang menjadi ketentuan lama masa tunggu seorang perempuan yang 

dicerai oleh suaminya agar dapat menikah kembali.  

Ketentuan yang berdasarkan pada dalil syar’i tersebut kemudian 

diadopsi oleh hukum Islam yang ada di Indonesia dan dikodifikasi dalam 

Pasal 153 ayat (2) huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam, yang mengatur bahwa masa tunggu istri karena perceraian 
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adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Hal ini juga diilhami 

dalam kitab Bidayatul Mujtahid yang menyebutkan bahwa: 

،  وءٍ رُ ق ُ  ةُ ثَ لَا ثَ  نَّ هُ ت ُ دَّ عِ فَ  ادِ تَ عْ مُ ى الْ لَ عَ  نَّ هِ ضِ يْ حَ  فِِ  تِ ياَ ارِ الَ  ارِ رَ حْ الأَ  ضَ يْ الَْ  اتَ وَ ا ذَ فأََمَ 
 لَا ، وَ  رٍ هُ شْ أَ  ةُ ثَ لَا ثَ  نَّ هُ ت ُ دَّ عِ  نَّ هُ ن ْ مِ  اتُ سَ ائِ يَ الْ ، وَ  نَّ هِ لِ حَْْ  عُ ضْ وَ  نَّ هُ ت ُ دَّ عِ  نَّ هُ ن ْ مِ  لُ امِ وَ الَْ وَ 

ََ فِ  فَ لَا خِ  بأِنَْ فُسِهِنَّ     وَالْمَُلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ الَ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ فِ  هِ يْ لَ عَ  وصُ صُ نْ مَ  هُ نَّ ا ؛ لِأَ ذَ    
  9ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ . 

“Adapun wanita-wanita yang mengalami haid, merdeka serta haidnya 

berjalan sesuai kebiasaannya: ‘iddah mereka yaitu tiga kali quru' (tiga 

kali suci atau tiga kali haid), wanita yang hamil di antara mereka 

‘iddah-nya sampai melahirkan kandungannya, dan wanita yang sudah 

putus haidnya di antara mereka ‘iddah-nya tiga bulan. Dalam hal ini 

tidak ada perselisihan pendapat, karena telah ditegaskan di dalam 

firman Allah Ta'ala, "wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'." (Q.S. Al Baqarah/2 : 228).” 

 

Pernyataan diatas pada dasarnya juga memberikan penjelasan bahwa 

ketentuan waktu iddah ialah tiga kali quru’ (tiga kali suci atau tiga kali haid). 

Adapun  pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP  hanya menolak isbat nikah pemohon atas dasar 

belum cukupnya masa ‘iddah, namun tidak memberikan kejelasan yang pasti 

tentang apa dalil yang digunakan hakim sehingga berpandangan bahwa masa 

‘iddah belum cukup dan bagaimana perhitungan masa ‘iddah-nya. Hal ini 

menunjukkan seolah hakim tidak memberikan kepastian hukum melalui 

pertimbangannya tersebut. Terlebih ketika peneliti menemukan fakta hukum 

dalam pertimbangan yang tidak memuat keterangan saksi. Padahal secara 

formil, keterangan saksi merupakan alat bukti yang kuat ketika tidak adanya 

alat bukti surat untuk bukti otentik. 

                                                           
9Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nahayatul Muqtashid, (Libanon: Baitul Afkar Ad 

Dauliyah, 2007), hlm. 616. 
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Peneliti berusaha untuk mempelajari isi dari pertimbangan hakim dalam 

penetapan tersebut yang peneliti menemukan adanya dua penetapan dengan 

nomor perakara yang sama yakni perkara nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP 

dengan isi pertimbangan yang berbeda. Dimana peneliti menerima fotocopy 

berkas salinan penetapan dari para pihak, kemudian mendapatkan berkas 

dalam situs direktori Pengadilan Agama Martapura untuk menyesuaikan. 

Namun dalam pertimbangannya, dua berkas penetapan dengan nomor yang 

sama memiliki pertimbangan yang jauh berbeda. Yakni berkas salinan 

putusan memiliki pertimbangan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan 

isbat nikah atas dasar bahwa pemohon 2 masih dalam masa iddah. Sedangkan 

berkas yang didapat di situs direktori Pengadilan Agama Martapura memiliki 

alasan pertimbangan bahwa pemohon 2 masih di bawah umur sehingga harus 

melalui proses dispensasi nikah terlebih dahulu. 

Hal inilah yang menurut hemat peneliti telah menimbulkan keresahan 

akademik serta ketidakpastian hukum. Sehingga membuat peneliti tertarik 

untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul 

“Penetapan Hakim dalam Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan 

Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana duduk perkara permohonan isbat nikah dalam Penetapan 

Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP? 

2. Bagaimana pertimbangan dan amar penetapan hakim dalam perkata 

isbat nikah Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP dari aspek materil dan 

formil serta akibat hukumnya? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui duduk perkara permohonan isbat nikah dengan 

Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP. 

2. Untuk mengatahui alasan pertimbangan dan amar penetapan hakim 

dalam perkara penolakan permohonan isbat nikah Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP dari aspek materil dan formil serta akibat 

hukumnya. 

 

 

D. Signifikansi Penelitian 

Adapaun signifikansi ini dari penelitian =ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang hukum keluarga 

Islam terutama kaitannya dengan permasalahan isbat nikah di Pengadilan 

Agama. 
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Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

terhadap pembelajaran maupun kajian-kajian lebih lanjut keterkaitannya 

dengan permasalahan isbat nikah di Pengadilan Agama. 

 

 

E. Definisi Operasional 

Mengingat banyaknya masalah terkait dengan isbat nikah di pengadilan 

Agama, maka peneliti membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek 

terkait guna menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan 

memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni: 

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya.
10

 Analisis 

dalam penelitian ini ialah terkait penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP. 

2. Penetapan adalah hasil pemeriksaan atau kesimpulan terhadap suatu 

perkara oleh hakim pengadilan. Dalam hal ini penetapan tidak 

memiliki sifat gugatan atau kontensius melainkan voluntair, dan pihak 

yang berperkara hanya ada pihak pemohon dan termohon. Adapun 

penetapan yang dikasudkan yakni penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP. 

3. Isbat nikah adalah suatu penetapan di Pengadilan Agama untuk 

melegalkan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum. 

                                                           
10Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 60.  
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Sehingga isbat nikah merupakan prosedur legal yang dapat ditempuh 

untuk melagalkan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. 

Dengan menempuh jalan ini maka nikah siri dapat dilegalkan menjadi 

pernikahan yang resmi dan memiliki kekuatan hukum. 

 

 

F. Kajian Pustaka 

Penelitian yang peneliti ajukan berjudul Penetapan Hakim dalam 

Permohonan Isbat Nikah (Analisis Penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP). Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut. 

Skripsi yang disusun oleh Nur Halimah dengan judul “Analisis 

Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul Anak (Studi 

Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla)”.
11

 

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan dengan adanya temuan bahwa 

hakim dalam menolak isbat nikah berpedoman pada hukum negara dan tidak 

melihat aspek hukum Islam. Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat untuk 

melakukan isbat nikah dalam hukum negara maka hakim menolak 

permohonan isbat nikah tersebut. 

                                                           
11Nur Halimah, “Analisis Terhadap Penolakan Permohonan Isbat Nikah Dan Asal-Usul 

Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0056/Pdt.P/2015/PA.Bla” (Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2015). 
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Skripsi yang disusun oleh Muhammad Ihya Udin dengan judul 

“Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah: Nomor Putusan: 

607/Pdt.G/2013/PAJU”.
12

 Dalam penelitian yang dilakukan didapat 

kesimpulan bahwa hakim menolak isbat nikah karena status agama suami 

masih beragama nasrani yang dibuktikan dengan KTP. Sehingga hakim 

beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat suatu 

pernikahan dalam Islam. Meskipun suami sebelumnya telah berikrar syahadat 

dengan tiga orang saksi, namun saksi ketiga tidak mengetahui makna dari 

ikrar yang dilakukan. 

Tesis yang disusun oleh Rafiqa Sari dengan judul “Penolakan Hakim 

Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat Hukumnya Bagi Pemohon 

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B)”.
13

 Dalam 

penelitiannya hakim menolak isbat nikah karena adanya halangan menurut 

peraturan perundang-undangan  untuk melangsungkan perkawinan. Halangan 

tersebut terjadi karena pihak perempuan masih berstatus sebagai istri dari 

orang lain dan akibat hukum terhadap anaknya adalah bahwa anak tersebut 

dinasabkan kepada ayah biologisnya. 

                                                           
12Muhammad Ihya Udin, “Analisis Putusan Tentang Penolakan Isbat Nikah: Nomor 

Putusan: 607/Pdt.G/2013/PAJU” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik 

Ibrahim, Malang 2015). 

 
13Rafiqa Sari, “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dan Akibat 

Hukumnya Bagi Pemohon (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B”), 

(Tesis tidak diterbitkan, Universitas Andalas, Padang 2017).  

 



13 

 

 

 

Jurnal yang ditulis Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli yang berjudul 

“Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama 

Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus Putusan 

Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT)”.
14

 Dalam penelitiannya hakim 

berpandangan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan karena pihak 

laki-laki berstatus masih menikah dengan wanita lain dan tidak meminta izin 

dari istri sebelumnya. Sehingga implikasinya pernikahan tersebut tidak sah 

secara negara yang berdampak pada istri dan anak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwansyah Maulana dengan skripsi 

yang berjudul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan 

dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PAJS)”.
15

 

Dalam penelitian yang ia lakukan hakim yang menolak permohonan isbat 

nikah tersebut memiliki pertimbangan bahwa kesaksian yang diberikan masih 

dinilai kurang, serta ijab kabul yang dilakukan nampak tidak jelas menurut 

hakim. Dan implikasi dari penolakan ini berdampak pada istri dan anak baik 

itu terkait nafkah hingga kewarisan. 

Dari beberapa penelitian tersebut jelas jauh berbeda dengan penelitian 

yang akan diteliti oleh peneliti. Selain penetapan Pengadilan Agama dalam 

penelitian yang berbeda yakni Pengadilan Agama Martapura, dalam 

                                                           
14Hafidz Nugroho dan Imelda Martinelli, Akibat Hukum Penolakan Permohonan Isbat 

Nikah Oleh Pengadilan Agama Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Nikah Siri (Studi Kasus 

Putusan Nomor: 1478/Pdt.G/2016/PAJT). E-Jurnal Hukum Adigama. 

 
15Ridwansyah Maulana, “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan 

dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/2012/PAJS)” (Skripsi tidak diterbitkan, 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014). 
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pertimbangannya pun hakim dengan Penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP menolak isbat nikah yang diajukan dengan alasan 

pemohon 2 masih dalam masa ‘iddah. Padahal berdasarkan keterangan dan 

berbagai bukti otentik pemohon 2 telah cukup untuk melakukan pernikahan 

dengan pemohon 1. Atas dasar alasan pertimbangan hukum inilah yang 

menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

 

 

G. Kerangka Teori (Isbat Nikah Dan Pertimbangan Hukum Dalam 

Putusan) 

1. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan di Indonesia 

a. Perkawinan dan Iddah Perkawinan 

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari 

kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti 

yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti 

kiasannya adalah bersetubuh.
16

 Dalam konteks syar’i nikah dalam hal 

ini merupakan sebuah akad yang mengikatkan antara laki-laki dengan 

perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan. Adapun secara syariat 

                                                           
16Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm 35 – 40 
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pernikahan adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan 

badan dengan lafadz menikah atau lafadz mengawini.
17

 

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang 

rukun perkawinan. Undang-Undang perkawinan hanya membicarakan 

syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih 

banyak berkenaan dengn unsur-unsur rukun perkawinan. Namun, 

Kompilasi Hukum Islam secara jelas membicarakan rukun perkawinan 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun 

tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar 

dalam rukun.
18

 

Adapun iddah menurut bahasa dari kata “al-‘udd” dan “al-Ihsha’” 

yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari 

jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan.
19

 Iddah ialah masa 

menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya 

(cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan mengetahui apakah 

kandungannya berisi atau tidak.
20

  

                                                           
17Abi Bakar ibnu As-Sayyid Muhammad Syatha Ad-Dimyati, I’anah at-Thalibin, Juz III, 

(Beirut: Darul Fikr. 1993), hlm. 296. 

 
18Amir Syarifuddin, Op.Cit.,  hlm. 61. 

 
19Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, al-Usratu wa 

ahkamuha fii tasyri’il Islami, Terj. Abdul Majid Khon, Cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 318. 

 
20Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Munakahat 2, Cet. 5, (Bandung: Pusataka Setia, 2016), 

hlm. 135. 
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Dari pengertian ini menunjukkan bahwa iddah merupakan masa 

tunggu perempuan agar dapat menikah dengan laki-laki lain akibat 

suatu perceraian sekaligus bentuk terputusnya perkawinan dengan 

suami secara sah. 

1) Dasar Hukum Iddah 

Adapun dasar hukum iddah dalam ketentuan nash adalah 

sebagai berikut: 

a) Q.S. Al-Baqarah/ 2 : 234 

وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجًا يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ 
أنَْ فُسِهِنَّ  فِ  فَ عَلْنَ  فِيمَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  أَجَلَهُنَّ  بَ لَغْنَ  فإَِذَا ۖ  وَعَشْرًا   

خَبِير  تَ عْمَلُونَ  بِاَ وَاللَّهُ  ۖ   باِلْمَعْرُوفِ   
“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) 

menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 

Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa 

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu 

perbuat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 234)
21

 

 

b) Q.S. Ath-Thalaq/ 65 : 4 

 

تُ هُنَّ ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ  ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَ بْتُمْ فَعِدَّ وَاللاَّ
ئِي لََْ يََِضْنَ  يَ تَّقِ  وَمَنْ  ۖ   حَْْلَهُنَّ  يَضَعْنَ  أَنْ  أَجَلُهُنَّ  الْأَحْْاَلِ  وَأوُلَاتُ  ۖ  وَاللاَّ  

نْ أمَْرهِِ يُسْرًامِ  هُ لَ  يََْعَلْ  اللَّهَ    
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) 

di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu 

(tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga 

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

                                                           
21Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Tafsir Al-Qur’an, 1997), hlm. 57. 
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haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah 

mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. 

Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”
22

 

 

c) Q.S. Al-Baqarah/2 : 228 

 

 خَلَقَ  مَا يَكْتُمْنَ  أَنْ  لََنَُّ  يََِل   وَلَا  ۖ  وَالْمَُلََّقَاتُ يَ تَ رَبَّصْنَ بأِنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ 
َِنَّ بِ  أَحَق   وَبُ عُولتَُ هُنَّ  ۖ   الْآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللَّهِ  يُ ؤْمِنَّ  كُنَّ  إِنْ  أرَْحَامِهِنَّ  فِ  اللَّهُ  رَدِّ

لِكَ إِنْ أرََادُوا إِصْلَاحًا  وَللِرِّجَالِ  ۖ   باِلْمَعْرُوفِ  عَلَيْهِنَّ  الَّذِي مِثْلُ  وَلََنَُّ  ۖ  فِ ذََٰ  
حَكِيمر  عَزيِزر  وَاللَّهُ  ۖ   دَرَجَةر  عَلَيْهِنَّ    

“Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, 

jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 

tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
23 

 

d) Hadits 

ثَ نَا مَُُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُُيٍَْ  ثَ نَا عُبَ يْدُ اللَّهِ عَنْ ناَفِعٍ عَنْ حَدَّ ثَ نَا أَبِ حَدَّ حَدَّ
يَ  ابْنِ عُمَرَ قاَلَ طلََّقْتُ امْرَأَتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وََِ

فَ قَالَ مُرْهُ حَائِضر فَذكََرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
َْهُرَ ثَُُّ تََِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فإَِذَا طَهُرَتْ  فَ لْيُ راَجِعْهَا ثَُُّ ليَِدَعْهَا حَتََّّ تَ
ةُ الَّتِِ أمََرَ اللَّهُ أَنْ يَُلََّقَ لََاَ  لَِّقْهَا قَ بْلَ أَنْ يََُامِعَهَا أوَْ يُُْسِكْهَا فإَِن َّهَا الْعِدَّ فَ لْيَُ

َْلِيقَةُ قاَلَ وَاحِدَةر اعْتَدَّ بِِاَ و النِّسَاءُ قاَلَ  عُبَ يْدُ اللَّهِ قُ لْتُ لنَِافِعٍ مَا صَنَ عَتْ التَّ
ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْريِسَ عَنْ  ثَ نَاه أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَ نََّّ قاَلَا حَدَّ حَدَّ

سْنَادِ نََْوَ  هُ ولََْ يَذْكُرْ قَ وْلَ عُبَ يْدِ اللَّهِ لنَِافِعٍ قاَلَ ابْنُ الْمُثَ نََّّ فِ عُبَ يْدِ اللَّهِ بِِذََا الِْْ  

                                                           
22Departemen Agama RI,  Ibid., hlm. 945. 

 
23 Departemen Agama RI,  Ibid., hlm.  55. 
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24روَِايتَِهِ فَ لْيَ رْجِعْهَا و قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ فَ لْيُ راَجِعْهَا   
 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah 

bin Numair telah menceritakan kepada kami ayahku telah 

menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 

Umar dia berkata; Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam, saya pernah menceraikan istriku yang sedang haidl, 

kemudian Umar melaporkannya kepada Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Suruhlah dia untuk 

kembali (rujuk) kemudian suruhlah dia untuk menunggu 

sampai istrinya suci, kemudian haidl yang kedua kali, jika 

istrinya telah suci, baru dia boleh untuk menceraikannya 

sebelum menyetubihinya atau dia boleh tetap menjadi istrinya, 

sebab itulah maksud iddah yang diperintahkan Allah untuk 

menceraikan wanita." Ubaidullah berkata; Saya bertanya 

kepada Nafi'; Talak apakah yang di maksudkan? Dia 

menjawab; Yaitu talak satu dengan masa iddahnya. Dan telah 

menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 

Ibnu Al Mutsanna keduanya berkata; Telah menceritakan 

kepada kami Abdullah bin Idris dari 'Ubaidillah dengan isnad 

seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perkataan 'Ubaidillah 

dari Nafi'. Dalam riwayatnya Ibnu Al Mutsanna menyebutkan; 

Hendaklah dia rujuk kepadanya. Sedangkan Abu Bakar 

menyebutkan; Hendaknya dia merujuknya.” 
 

2) Ketentuan Masa Iddah dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-undang Perkawinan sebagai hukum positif memang 

tidak menjelaskan ketentuan iddah secara eksplisit, melainkan 

ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1975 

sebagai berikut: 

Pasal 39 

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai 

berikut :  

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu 

tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari  

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu 

tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 

                                                           
24Imam Abi al- Husein Muslim, Shahih Muslim, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, 

1992), hlm. 1093 



19 

 

 

 

(tiga) kali suci dengan sekurangkurangnya 90 

(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang 

bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ; 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 

sampai melahirkan.  

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan 

karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan 

bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. 

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan 

bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 

 

b. Pencatatan Perkawinan 

Sebagaimana kehendak undang-undang bahwa perkawinan di 

Indonesia memiliki ketentuan pencatatan perkawinan dengan dasar 

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.
25

 KHI pada Pasal 5 ayat (1) juga 

mengisyaratkan bahwa demi terjaminnya ketertiban perkawinan, maka 

perkawinan tersebut harus dicatat. Dengan dasar pencatatan 

perkawinan termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 

1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 1954. Pencatatan perkawinan juga termuat dalam PP 

Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian Pasal 6 ayat (1 dan 2) KHI 

mengamanatkan bahwa perkawinan harus dilangsungkan dihadapan 

pegawai pencatat nikah, dan apabila tidak dilakukan dihadapan 

                                                           
25 Republik Indonesia, Ibid., hlm. 78. 
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pegawai pencatat nikah maka perkawinan tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum. 

Pencatatan perkawinan sendiri diartikan sebagai pendataan 

administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat 

perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban 

hukum. Yang kemudian bisa disebut dengan akta nikah yaitu suatu 

akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berkaitan dengan 

perkawinan/pernikahan.
26

 

Pernyatan tersebut mengisyaratkan bahwa Undang-undang 

menghendaki pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif 

perkawinan yang ada di Indonesia. Meskipun tidak mempengaruhi 

keabsahan perkawinan menurut agama, akan tetapi pencatatan 

perkawinan merupakan perihal yang sangat penting mengingat ketika 

perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum. Artinya perkawinan tersebut hanya sah menurut 

agama dan tidak memiliki legal standing menurut negara.  

c. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan 

Islam juga mengatur pentingnya pencatatan atau penulisan untuk 

kemaslahatan sebagaimana para ulama berpandangan bahwa ketentuan 

tersebut juga dapat berlaku dalam bidang perkawinan, yakni ketentuan 

dalam QS.Al-Baqarah [2]: 282. 

                                                           
26Saifullah dalam Abd. Kadir Syukur, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Barito Kuala: 

LPKU, 2020), hlm. 54. 
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 وَلْيَكْتُبْ  ۖ  وهُ ياَ أيَ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلََٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فاَكْتبُُ 
نَكُمْ  ... ۖ   اللَّهُ  عَلَّمَهُ  كَمَا يَكْتُبَ  أَنْ  كَاتِبر  يأَْبَ  وَلَا  ۖ   باِلْعَدْلِ  كَاتِبر  بَ ي ْ  

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis …”
27

 

 

Adapun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 2 ayat (2) 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 

Bab II 

Pasal 2  

(1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU 

Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan 

Rujuk. 

(2) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan 

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan pada Kantor Catatn Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai 

pencatatan perkawinan. 

 

Pasal 6 

(1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan 

kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah 

syarat-sayart perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak 

terdapat halangan perkawinan menurut Undang Undang. 

 

                                                           
27Departemen Agama RI, Op.Cit., hlm. 70.  
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3) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam 

 

Pasal 5 

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat 

Islam setiap perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-

Undang No. 32 Tahun 1954. 

 

d. Tujuan Pencatatan Perkawinan 

Tujuan pencatatan perkawinan pada dasarnya telah tercermin 

pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yakni untuk menjamin 

ketertiban perkawinan bagu masyarakat Islam. Mengingat dengan 

adanya pencatatan perkawinan negara dapat hadir untuk menjaga 

perkawinan yang terjadi agar memiliki kekuatan hukum ketika terjadi 

hal-hal yang melanggar ketentuan perkawinan dalam hukum nasional. 

Pada mulanya syari’at Islam baik dalam Al-Qur’an atau Al-

Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan 

perkawinan. Ini berbeda berbeda dengan ayat muamalat yang dalam 

situasi tertentu untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan 

berbagai pertimbangan kemaslahatan.
28

 

e. Akibat Hukum Perkawinan Tanpa Pencatatan 

Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan kerap juga disebut 

dengan nikah siri. Dalam pengertiannya nikah siri dapat diartikan 

“Conceptually based on a joint understanding about “sirrun” & 

                                                           
28Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000), hlm. 

121. 
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“nikkah” words, the sirri marriage is a secret or hidden marriage”.
29

 

“Secara konseptual berdasarkan pemahaman bersama tentang kata 

“sirrun” & “nikkah”, nikah sirri adalah nikah rahasia atau 

tersembunyi”. 

Dengan tidak dicatatnya suatu perkawinan akan berimplikasi pada 

kekuatan hukum dari perkawinan tersebut khususnya perempuan serta 

anak yang akan dilahirkan. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan 

bahwa “Many women’s organization in Indonesia point to the negative 

consequences of unregistered marriages for the women and children 

concerned, such as the negative legal, social, and psychological”.
30

 

Sehingga dalam hukum yang berlaku perempuan akan sulit untuk 

mendapatkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari 

pernikahannya. 

Jika ditinjau dari aspek politis dan sosiologis, tidak mencatatkan 

suatu perkawinan akan menimbulkan dampak yaitu :
31

 

1) Masyarakat muslim Indonesia dipandang tidak mempedulikan 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum, 

yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan 

                                                           
29Sanggar Kanto, dkk, The Meaning of Sirri Marriage (Case Study of Sirri Marriage in 

Campor Village Subdistrict of Proppo Pamekasan, Asian Journal of Humanities and Social 

Studies, Vol. 3 No. 6, Desember 2015, hlm. 536. 

 
30Stijn Cornelis van Hius dan Theresia Dyah Wirastri, Muslim Marriage Registration In 

Indonesia: Revised Marriage Registration Laws Cannot Overcome Compliance Flaws, Australian 

Journal of Asian Law, Vol. 13 No. 1, 2012, hlm. 5. 

 
31Jamaluddin dan Nanda Amalia, Op.Cit., hlm. 40. 
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ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan negara, yang 

pada akhirnya lagi mengusung pandangan bahwa agama harus 

dipisahkan dari kehidupan kenegaraan, yang dikenal dengan 

istilah Sekularisme. 

2) Akan mudah dijumpai perkawinan sirri / perkawinan dibawah 

tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding 

unsur tata cara pencatatan perkawinan. 

3) Apabila terjadi wanprestasi terhadap janji perkawinan, maka 

peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas 

sesuka hati suami atau istri, tanpa adanya akibat hukum 

apapun, sehingga hampir semua kasus berdampak pada wanita 

yang kemudian akan berakibat buruk kepada anak-anaknya. 

2. Isbat Nikah 

a. Pengertian Isbat Nikah 

Isbat nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari 

kata isbat dan nikah. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni 

dari akar kata “asbata, yusbitu, isbatan” yang artinya 

menetapkan/penetapan. Isbat kata benda (kb) “berarti” penetapan, 

penentuan.
32

 

Secara umum isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama 

sebagai bentuk atau bagian dari bidang perkawinan, dan merupakan 

kewenangan absolut Peradilan Agama yang termuat dalam Pasal 9 

                                                           
32Ramdani Wahyu Sururie, Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum 

Perkawinan Indonesia, Jurnal Al-Manahij, Vol. XI No. 2, Desember 2017, hlm. 234. 
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Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 

Dalam hal ini isbat nikah merupakan salah satu solusi atau bentuk 

alternatif yang diberikan oleh negara agar memfasilitasi warna negara 

yang telah melakukan perkawinan tanpa pencatatan. 

Dengan diisbatkannya perkawinan tersebut maka perkawinan 

yang semula tidak memiliki kekuatan hukum akibat nikah siri, akan 

memiliki kekuatan hukum kembali dengan adanya penetapan oleh 

Pengadilan Agama yang dengan penetapan tersebut maka Kantor 

Urusan Agama dapat membuatkan akta nikah untuk perkawinan yang 

dilakukan tanpa pencatatan. 

b. Dasar Hukum Isbat Nikah 

Dasar hukum mengenai ketentuan isbat nikah pada mulanya 

termuat dalam XIII Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan bahwa perkawinan dan segala yang berhubungan 

dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku 

diajalankan menurut peraturan lama adalah sah. Kemudian ketentuan 

isbat nikah juga termuat dalam Peraturan Mentri Agama 

(PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 yakni Pasal 39 ayat (4) bahwa 

apabila KUA tidak dapat membuktikan duplikasi akta nikah baik 

karena rusak atau hilang maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, 

dan rujuk atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan 

Pengadilan Agama. Akan tetapi ketentuan ini berlaku untuk 
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perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 

Perkawinan dan tidak berlaku untuk setelahnya. 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 juga menjadi ketentuan 

sibat nikah yang menyebutkan bahwa: 

Pasal 7 

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang 

dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta 

Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. 

(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas 

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 

b. Hilangnya Akta Nikah; 

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu 

syarat perkawian; 

d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya 

Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak 

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974; 

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami 

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang 

berkepentingan dengan perkawinan itu. 

 

Dasar hukum lain menganai isbat nikah juga termuat dalam 

PERMA Nomor 1 tahun 2015 dalam rangka penerbitan akta 

perkawinan dan akta kelahiran. Mengingat masih banyaknya 

perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini 

mengenai pelaksanaan isbat nikah.  

c. Tujuan Isbat Nikah 

Pada dasarnya tujuan isbat nikah tidaklah berbeda dengan tujuan 

adanya pencatatan perkawinan, yakni untuk menjamin ketertiban 
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hukum sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) KHI. Karena dengan 

adanya isbat nikah masyarakat Islam yang perkawinannya tidak 

tercatat atau yang telah melangsungkan perkawinan siri, maka tetap 

mendapatkan kesempatan hukum untuk melegalkan perkawinan 

mereka melalui Pengadilan Agama. 

Isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah 

sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam 

masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu 

fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-

hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah 

bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat 

yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa 

yang terkait dalam perkawinan tersebut.
33

 

d. Syarat Isbat Nikah 

Mengenai syarat isbat nikah pada dasarnya tidak dijelaskan dalam 

kitab fikih klasik maupun kontemporer. Bahkan peraturan perundang-

undangan tidak memberikan penjelasan mengenai syarat isbat nikah 

melainkan hanya alasan pengajuan isbat hingga prosedur pengajuan 

isbat nikah. Sehingga hal ini membuka pemahaman bahwa pada 

dasarnya isbat nikah diqiyaskan dengan nikah itu sendiri. Artinya 

                                                           
33Satria Efendi M. Zein dalam Meita Djohan Oe, Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan 

Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 141. 
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bahwa terkait rukun dan syarat isbat nikah adalah sama dengan 

ketentuan rukun dan syarat untuk menikah. 

Oleh karena syarat-syarat itsbat nikah sama seperti syarat-syarat 

perkawinan, maka syarat-syarat itsbat nikah adalah sebagai berikut:
34

 

1) Calon Suami 

2) Calon Istri 

3) Wali Nikah 

4) Dua Orang Saksi 

5) Akad 

3. Aspek Maslahah Mursalah dalam Isbat Nikah 

a. Pengertian Maslahah Mursalah 

Menurut bahasa maslahah berarti manfaat
35

, dan mursalah berarti 

lepas.
36

 Maslahah berarti kebaikan secara syar’i maupun alami sesuai 

sunnatullah.
37

 Maslahah mursalah menurut ushuliyin ialah dalam arti 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.  

Menilai bahwa maslahah mursalah merupakan penetapan hukum 

dengan melihat dari sisi kemaslahatan, maka dalam pengertian ini 

bahwa maslahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada 

                                                           
34Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2002,), hlm. 67.  

 
35Abu Ishaq al-Syizari dalam Kasui Saiban, Metode Penetapan Hukum Islam, (Malang: 

Setara Press, 2019), hlm. 67. 

 
36Muhammad Abi Bakar ibn Abi Bakar al-Razi dalam Kasui Saiban, Op.Cit., hlm. 67. 

 
37A. Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, (Togyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 52. 
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hukum atau dalil yang tegas untuk merealisasikannya. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa marsalah mursalah hanya tertuju pada hal yang 

tidak memiliki ketentuan hukum baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits 

Nabi SAW., akan tetapi memerlukan ketetapan hukum dengan melihat 

aspek kemaslahatannya.  

Salah satu bentuk maslahah mursalah dalam hukum perkawinan 

yang ada di Indonesia ialah ketentuan pencatatan perkawinan yang 

termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Contoh 

lainnya ialah batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan 

yang disamakan 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

b. Kehujjahan Maslahah Mursalah 

Penggunaan maslahah mursalah oleh para ulama sendiri terjadi 

khilaf atau perbedaan pandangan. Sebagian ulama menggunakan 

maslahah mursalah sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum, 

dan sebagian lain tidak menggunakannya. Namun para ulama 

bersepakat bahwa konsep maslahah mursalah tidak dapat dijadikan 

metode untuk menentukan hukum dalam bidang ibadah. 

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa maslahah mursalah 

dapat diakui karena kemaslahatan umat manusia bersifat aktual dan 

akan selalu berkembang, sehingga ketika terjadi permasalahan baru 
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yang tidak memperhatikan sisi kemaslahatan justru akan terjadi 

terkuncinya pembentukan hukum. Selain itu Abu Bakar ra. pernah 

memerangi para pembangkang pembayar zakat, menghentikan 

pembagian zakat kepada kaum muallaf dan membangun rumah tahan. 

Adapun beberapa kalangan yang tidak dapat menerima konsep 

maslahah murasalah mengemukakan bahwa kemaslahatan umat akan 

terpelihara dengan syariat itu sendiri melalui nash dan qiyas. Selain itu 

konsep maslahah murasalah dapat menjadi dalil oleh pemimpin, 

ulama, maupun hakim dalam menentukan hukum berdasarkan selera 

masing-masing. 

c. Kemaslahatan Isbat Nikah 

Sebagaimana yang diketahui bahwa implikasi dari perkawinan 

yang tidak tercatat akan menimbulkan kemudharatan bagi para 

palakunya terlebih kepada istri dan anak. Banyak perihal yang sifatnya 

administratif tidak dapat dinikmati karena tidak terlaksanakanya suatu 

perkawinan yang tercatat dan diakui oleh negara. 

Untuk menepis kemudharatan tersebut negara hadir memfasilitasi 

pernikahan yang tidak tercatat untuk tetap mendapatkan kekuatan 

hukum dari perkawinan melalui prosedur isbat nikah di Pengadilan 

Agama.  As-Syatibi pernah mengungkapkan  bahwa Allah 

menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain kecuali untuk 
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mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadharatan (jalb al 

masalih wa dar’ al mafasid).
38

 

Ketentuan mengenai Isbat nikah dalam Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak lain dimaksudkan 

untuk lahirnya kemanfaatan atau kemaslahatan bagi manusia.
39 Isbat 

nikah bukan berarti melegalkan nikah siri melainkan bentuk 

kepedulian negara untuk kemaslahatan seluruh warga negara dalam 

bidang perkawinan untuk terciptanya ketertiban di masyarakat. Dan 

justru dengan isbat nikah perkawinan yang semula tidak berkekuatan 

hukum yang dapat menimbulkan mudharat akan memiliki legalitas. 

4. Pertimbangan dan Amar Putusan/Penetapan Hakim 

Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia memiliki corak 

tersendiri, terlebih jika dikaitkan dengan kewenangan absolutnya yang 

mempunyai spesialisasi tersendiri.
40

 Sehingga hal ini berimplikasi pada 

kemandirian Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa, mengadili, 

dan menyelesaikan perkara perdata Islam dengan menggunakan hukum 

positif dan Hukum Islam sebagai dasar acuan hakim dalam memutus.  

                                                           
38Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat. (Beirut: Dar al Ma’rifah,1997), hlm. 12. 

 
39Mu’tashim al Haq, Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Terpadu Oleh 

Pengadilan Agama Sampang, (Skripsi tidak diterbitkan. UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 

hlm.75  

 
40Diana Rahmi, Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam Mengadili Sengketa 

Ekonomi Syariah dan Sengketa Hak MIlik atau Keperdataan Lainnya, Cet. 1, (Yogyakarta: 

Pustaka Akademika, 2016), hlm. 2. 
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Dalam sebuah putusan ataupun penetapan pengadilan sebagaimana 

tujuan hukum yang harus memberikan nilai keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Mengingat putusan atau penetapan 

pengadilan dapat menjadi yurisprudensi bahkan hukum positif, meskipun 

hanya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Akan tetapi putusan 

atau penetapan tersebut justru akan menjadi pedoman atau acuan dalam 

mengambil suatu kebijakan hukum baik untuk pengadilan ataupun dalam 

rangka penelitian hukum. 

a. Aspek Materil dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan 

Mengingat Peradilan Agama yang memiliki keunikan dan 

spesialisasi tersendiri, menjadikan adanya dualisme hukum yang 

berjalan beriringan yakni hukum Islam dan hukum positif sebagai 

hukum materil di lembaga Peradilan Agama.  Dalam perkara 

perkawinan hukum materil yang digunakan yakni Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bahan hukum 

utama, kemudian Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil 

penunjang, mengingat ketentuannya hanya bersifat Instruksi Presiden 

dan bukan hukum positif. Selain itu ketentuan hukum syara’ juga 

berlaku dalam lembaga Peradilan Agama, artinya ketentuan hukum 

Islam menjadi tolak ukur setiap pertimbangan dan putusan hakim 

dalam menyelesaikan perkara. 

Asas personalitas keIslaman menjadi tolak ukur bahwa ketentuan 

hukum Islam berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Oleh 
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karenanya meskipun hukum positif merupakan hukum yang berlaku 

umum dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia, akan tetapi 

dalam konsep hukum materil yang ada dalam Peradilan Agama, 

hukum positif tersebut haruslah tidak bertentangan dengan dalil 

syara’. Oleh karenanya Kompilasi Hukum Islam hadir melalui 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 untuk menjembatani antara 

hukum positif dengan hukum Islam. 

Hukum mempunyai fungsi untuk melayani kebutuhan keadilan 

masyarakat, dan keadilan tidak selamanya berada pada isi atau 

substansi aturan yang ada melainkan dapat ditemukan dinurani dan 

akal sehat seorang hakim, sehingga seorang hakim harus berusaha 

untuk menggali nilai- nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat 

untuk mendapatkan ke-adilan dalam putusannya.
41

 

Meskipun hakim dalam menyelesaikan perkara dapat melakukan 

ijtihad atau melakukan penemuan hukum (rechvinding) karena sifat 

keamandiriannya, namun dalam menemukan hukum tersebut hakim 

haruslah tidak menghadapkan suatu hukum dengan hukum lainnya 

atau berijtihad dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum Islam. 

Dalam hal ini hakim dalam pertimbangannya harus mampu untuk 

menafsirkan hukum secara sistematis dengan mengaitkan antara 

hukum satu dengan lainnya. Baik itu antara Undang-undang, 

                                                           
41Cartono Nuryanto,  Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara 

Kepastian Hukum Dan Keadilan, (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No. 1, Maret 2018), hlm. 

74.  
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Kompilasi Hukum Islam, bahkan hukum Islam itu sendiri yang 

termuat dalam nash ataupun kitab-kitab fikih. 

b. Aspek Formil dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan 

Ketentuan Pasal 2 aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamantkan bahwa segala 

ketentutan hukum yang belum diatur tetap menggunakan ketentuan 

hukum lama sebelum Indonesia merdeka. Hal ini juga berimplikasi 

pada hukum acara Peradilan Agama yang tetap menggunakan Herzien 

Inlandsch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, dan 

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) untuk wilayah di luar 

Jawa dan Madura. Dengan spesialisasi hukum yang ada di Peradilan 

Agama melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Peradilan 

Agama ternyata memiliki hukum acara khusus yang termuat dalam 

Pasal 54-105 dengan ketentuan asas lex specialist de rogot lex 

generalis. 

Seorang hakim dituntut untuk mengikuti prosedur hukum acara 

agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum ketika 

menyelesaikan perkara. Dalam rangka menegakkan hukum perdata 

materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum 

perdata materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa ada 

dukungan dari hukum acara perdata.
42

 Oleh karenanya kedudukan 

                                                           
42Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 

8 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 2. 
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hukum acara sangatlah penting untuk dapat menjalankan prosedur 

peradilan. 

Saat hakim mempertimbangkan hukum dengan mengikuti 

prosedur hukum acara tentu akan bermuara pada bagaimana hakim 

menemukan hukum (rechtvinding) yakni pada tahap pembuktian 

untuk mengetahui keadaan atau fakta hukum yang sebenarnya. Hakim 

harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh 

selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, 

pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat 

Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat 

didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, 

profesionalisme dan bersifat obyektif.
43

 

Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBG yang dalam konsep sekarang 

lebih sering dikenal dengan “barang siapa yang mendalilkan sesuatu 

maka ia wajib untuk membuktikan dalilnya. Dan barang siapa yang 

menolak atau membantah dalil seseorang maka ia wajib untuk 

membuktikan bantahannya”. Sehingga hakim harus mengusut alat 

bukti secara sistematis dan bertahap untuk mendapatkan kebenaran 

melalui pembuktian yang sempurna. 

                                                                                                                                                                
 
43Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara 

Di Pengadilan, (Jurnal Islamadina Vol. 18 No. 2 Juni 2017), hlm. 44. 
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Kaitannya dengan bidang perkawinan adalah bahwa alat bukti 

yang ditelusuri oleh hakim juga harus sistematis dengan menemukan 

alat bukti permulaan dan pendukung sehingga bukti tersebut dapat 

menjadi bukti yang sempurna. Muhammad Syatha al-Dimyathi juga 

mengemukakan dalam I’anatut Thalibin bahwa: 

تَهِ  رُ كْ ذِ  عَلَى امِْرَاةٍَ  وَفِ الدَّعْوَى بنِِّكَاحٍ  دَيْنِ  هِ طِ رْ وَشَ  صِحَّ َِ مِنْ نََْوِ وَلٍِّ وَشَا
44.وْلٍ عُدُ   

“dalam pengesahan nikah seoerang perempuan harus 

dikemukakan sahnya pernikahan  dan syarat-syaratnya, yaitu 

seperti: wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil”.
45 

Pernyataan ini memberikan gambaran dalam bidang perkawinan 

khususnya pengesahan nikah membutuhkan pembuktian dari rukun 

dan syarat perkawinan tersebut baik wali nikah dan persaksian dua 

orang saksi ketika dilangsungkannya akad nikah. Dengan adanya 

bukti tersebut akan mudah bagi seorang hakim dalam menentukan 

hukum melalui pertimbangan hukum dalam putusan atau 

penetapannya. 

c. Standar Baku Keadilan Dalam Putusan/Penetapan 

Dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, kata adil diberi 

makna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan apa 

                                                           
44Muhammad Syatha al-Dimyathi, I’anatut Thalibin Juz IV, (Indonesia: Dar Ihya al-

Kutub al-arabiyah, t.t), hlm. 254.  

 
45Moch. Anwar, Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan 

Agama, Cet. 1, (Bandung: VC Diponegoro, 1991), hlm. 43. 
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yang menjadi haknya yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa 

semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum.
46

 

Standar baku keadilan secara yuridis akan terwujud ketika 

dalam amar putusan atau penetapan hakim telah mampu memenuhi 

indikator sebagai berikut:
47

 

1) Pihak yang berhak mendapatkan atas apa yang menurut nurani 

keadilan menjadi haknya dalam perkara itu, baik yang diminta 

maupun yang tidak diminta dalam petitum. 

2) Pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menurut 

nurani keadilan menjadi kewajibannya, baik terhadap pihak 

lawan maupun pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya 

dalam lingkup perkara itu. 

3) Terciptanya keseimbangan antara dua sisi dan tidak ada 

diskriminasi. 

4) Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal. 

5) Ada jaminan hukum bahwa amar putusan hakim terbebas dari 

hambatan yuridis sehingga dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien. 

Pertimbangan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting, 

mengingat dua hal inilah yang menjadi cerminan oleh hakim sehingga 

                                                           
46Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Kencana, 

2015), hlm. 91 

 
47A. Mukti Arto, Op.Cit., hlm. 106. 
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menjadikan suatu putusan atau penetapan menjadi mahkota hakim 

dalam menyelesaikan perkara. Hal ini berimplikasi kepada 

pemahaman masyarakat pencari keadilan terhadap suatu hukum dan 

putusan hakim yang juga merupakan bagian dari hukum itu sendiri 

meski hanya mengikat kepada para pihak. Sehingga wajar bila ada 

satu aturan yang lahir maka masyarakat Islam akan menganalisisnya 

secara komprehensif.
48

 Hal ini juga akan menunjukkan bahwa tinggi 

rendahnya kepercayaan masyarakat, sangat ditentuakan seberapa jauh 

argumentatifnya putusan hakim atas klaim, bahwa apa yang diputus 

oleh hakim harus dianggap benar (res judicatapro veritate habetur).
49

 

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim 

harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam 

putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 

HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
50

 

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. 

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. 

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi gugatan. 

4) Diucapkan di muka umum. 

                                                           
48Diana Rahmi, Op.Cit., hlm. 1. 

 
49Syarif Mappiasse, Op.Cit., hlm. 11. 

 
50Nur Iftitah Isnantina, Op.Cit., hlm. 46-47. 
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Standar amar putusan dapat dikatakan ideal dan komprehensif 

adalah dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
51

  

1) Dapat mendeskripsikan fakta hukum secara konkrit dan 

kronologis berdasarkan hukum kuasalitas atas objek perkara 

yang terjadi pada saat putusan itu dijatuhkan sebagai hasil 

pemeriksaan dan pembuktian. 

2) Dapat mendeskripsikan fakta hukum yang hendak diwujudkan 

melalui amar putusan itu. 

3) Dapat menjawab setiap petitum dami petitum, tanpa terkecuali, 

berdasarkan pertimbangan hukum yang lengkap, logis, dan 

yutidis. 

4) Terdapat kejelasan petitum mana yang dikabulkan, petitum 

mana yang ditolak, dan petitum mana yang dinyatakan tidak 

dapat diterima. 

5) Dapat merealisasikan terwujudnya keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa atas objek perkara sesuai standar 

baku keadilan. 

6) Dapat memberi perlindungan hukum keadilan keapada pihak-

pihak dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi 

meskipun tidak ada permintaan dalam petitum. 

7) Terbebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga 

dapat dieksekusi dengan cara-cara yang sederhana, cepat, dan 

                                                           
51A. Mukto Arto, Op.Cit., hlm. 306-307 
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biaya ringan agar pencari keadilan pun dapat dengan mudah 

memperoleh keadilan. 

8) Ditampilkan secara sistematis, runtut, jelas, lugas, tegas, rinci, 

dan pasti. 

9) Dikemas dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai 

kaidah tata bahasa Indonesia yang baku serta dengan tata 

penulisan yang rapi sesuai ejaan bahasa Indonesia yang 

diperbarui. 

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa sebuah 

putusan atau penetapan yang ideal adalah dengan benar-benar 

berlandaskan pada hukum materil yang berlaku sehingga jelas dan 

rinci. Hal inilah yang akan mewujudkan kepastian hukum khususnya 

dalam bidang perkawinan bahwa hakim dalam menetapkan hukum 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

Disamping itu keadilan hukum yang diinginkan melalui hakim 

yang dapat berijtihad atau memiliki kemandirian dalam 

menyelesaikan suatu perkara juga tidak dapat dihiraukan, mengingat 

sistem hukum yang dianut oleh Indonesia adalah sistem hukum 

campuran. Akan tetapi keadilan tersebut juga harus berdasarkan pada 

keadilan yang memberikan kemanfaatan dan tidak bertentangan 

dengan dasar hukum terlebih hukum syara’. Karena itulah Satjipto 

Raharjo mengemukakan salah satu tipe hakim yakni hakim yang 

apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya 
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kemudian mencari pasal-pasal dalam peraturan untuk mendukung 

putusan tersebut.
52

 

Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup 

dan matang dalam setiap keputusan “Motivating Plitch” (Pasal 62 UU 

No. 7/1989).
53

 Sehingga dalam putusannya atau penetapannya hakim 

memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi 

para pihak. Selain itu berdasarkan pada aspek idealis bahwa berkaitan 

dengan mutu putusan, yakni tertata dengan baik, runtut, sistematis, 

tidak memuat term-term yang multitafsir, mengandung kejelasan, 

mengandung pertimbangan hukum yang normatif dan argumentatif, 

dan mengandung pembaruan hukum.
54

   

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

menentukan arah penelitian dan penulisan. Dalam hal ini tujuan penulisan 

                                                           
52Satjipto Rahardjo dalam Roejito, dkk, Kualitas Hakim dalam Putusan, (Jakarta: 

Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2015), hlm. 9 

  
53Ecep Nurjamal, Sistem Peradilan Islam di Indonesia, Cet. 1, (Tasikmalaya: Edu 

Publisher, 2020), hlm. 10. 

 
54A. Mukti Arto, Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan, Cet. 2, 

(Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 85. 
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dalam suatu penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis, metodologis dan konsisten.
55

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun 

penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji 

atau meneliti suatu hukum atau peraturan maupun dokumen-dokumen 

hukum.  Peter Mahmud Marzuki juga menjelaskan bahwa penelitian 

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 

hukum yang dihadapi.
56

 Pengambilan data sekunder dalam penelitian 

hukum normatif ini ialah data penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP. 

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

yakni pendekatan analitis (analytical approach), yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan mencari makna hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan mengetahui makna dari 

suatu peraturan perundang-undangan peneliti dapat menyandingkannya 

dengan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP tentang penolakan permohonan isbat nikah. 

2. Bahan Hukum 

                                                           
55Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif¸Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1. 

 
56I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 2. 
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Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai 

otoritas sebagai sumber hukum yang dalam penelitian ini 

diantaranya: 

1) Penetapan Pengadilan Agama Martapura Nomor  

389/Pdt.P/2019/PA.MTP.  

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

5) Peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

b. Bahan hukum sekunder yakni semua publikasi atau referensi 

tentang hukum perkawinan yang meliputi: 

1) Buku-buku ilmiah terkait. 

2) Hasil penelitan terkait. 

3) Jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang terkait. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
57

 Adapun 

bahan hukum tersier dari penelitian ini diantaranya: 

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

                                                           
57Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24. 
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2) Media internet 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan bahan hukum 

yang peneliti lakukan diantaranya: 

a. Studi dokumentasi yakni mencari hal-hal atau variabel berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan lain sebagainya.
58

 Hal ini dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau 

salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama 

Martapura, yakni Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2019/PA.MTP. 

b. Studi Pustaka dengan menelusuri bahan hukum dengan cara, 

membaca maupun melihat serta melakukan penelusuran melalui 

media internet. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan bahan 

hukum sekunder sebagai bahan penunjang penelitian. 

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 

a. Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dengan cara 

memeriksaan bahan hukum, penandaan, rekonstruksi, sistematisasi 

dan deskripsi. Yakni menyelesaikan bahan hukum yang dikumpulkan 

dan diklasifikasikan, serta disusun ulang secara sistematis sehingga 

berkesinambungan antara bahan hukum satu dengan lainnya. 

                                                           
58Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), hlm. 

206.  
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Kemudian melakukan deskripsi atau penggambaran hasil penelitian 

yang didasari oleh bahan hukum dengan menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

b. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang telah diolah kemudian ditafsirkan dan 

dianalisis secara deskriptif yakni analisis penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP tentang penolakan permohonan Isbat nikah 

yang kemudian disandingkan dengan bahan hukum lainnya guna 

mendapatkan kejelasan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan 

penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika 

penelitian yang terdiri dari: 

Bab I Pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi 

operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Gambaran Umum, dalam penetapan Nomor 

389/Pdt.P/2019/PA.MTP, serta deksripsi masalah yang terdapat dalam 

penetapan tersebut. 
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BAB III Analisis, yakni  analisis terhadap pertimbangan hukum dalam 

penetapan Nomor  389/Pdt.P/2019/PA.MTP yang disandingkan dengan bahan 

hukum lainnya. 

BAB IV Penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran. 

 


